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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat l.

2.

3.

4.

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 25):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 157),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPANSTANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

BAB II
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Penerapan
Pelayanan Minimal.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 terdiri atas:
a.

b.

Cc.

Penanggungjawab
Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Bupati,
Sekretaris Daerah:
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah:
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah:
Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pemerintahan
wajib terkait pelayanan dasar,
pengelolaan keuangan daerah,
inspektorat dan/atau sesuai
kebutuhan.

e.

(2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penerapan Standar
Pelayanan Minimal ditetapkan lebih lanjut dengan KeputusanBupati.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 4

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaporkanpelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
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BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 2 bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan penerapan standar pelayanan minimal di Daerah
bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 06 Deket PP,r

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL I

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 36 Desember 2125

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

2?27—....o

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR


